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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
PROVINSI MALUKU UTARA  

 

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR  10  TAHUN 2021 
  

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 
5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT 

NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN 
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

KOTA TIDORE KEPULAUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
Menimbang : a. 

 
 
 

 
 

 
b. 
 

 
 
 

 
 

c. 
 
 

 
 

 
 
 

 

bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat 

Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan 

dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan 
Nomor 5 Tahun 2020; 

 
bahwa dengan masih terjadinya Pandemi Covid-
19 yang mengharuskan pelaku perjalanan 

menggunakan moda transportasi melengkapi 
persyaratan hasil pemeriksaan bebas Covid-19, 
sehingga dipandang perlu meninjau kembali 

Peraturan Walikota tersebut; 
 

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Peraturan  Walikota  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore 
Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, 
Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Tidore Kepulauan; 
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Mengingat : 1. 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. 
 
 

 
 

 
3. 
 

 
 

 
 

4. 

 
 
 

 
 

 
5. 
 

 
 

 
 
 

6. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 

dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4264); 

 
Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  2004  
tentang  Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  
5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
4400);  

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  126,  

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 4438);  
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
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7. 
 
 

 
 

 
 
8. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

9. 
 
 

 
 

 
 
 

10. 
 

 
 
 

 
 

11. 

 
 

 
 
 

 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 

4028); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2004  

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004 Nomor  90,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
6057);   
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor  4737); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  6322); 
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12. 

 
 

 
 

13. 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 

1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 64); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 
5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  PERJALANAN 

DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK 
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 

TIDORE KEPULAUAN. 
 

 
Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan  Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, 
Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan diubah sebagai 
berikut : 

 
1. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2), berubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

  
Pasal  5 

 
(1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari 

tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 

kedudukan semula, terdiri dari: 
a. Uang harian yang meliputi, biaya makan dan  uang saku; 
b. Biaya penginapan;  

c. Biaya tiket pesawat, bagasi maksimal 25 Kg dan biaya test bebas 
Covid-19; 

d. Biaya transportasi lokal; 
e. Biaya taxi; 
f. Biaya speed boad; 

g. Biaya representasi; 
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h. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan dan sebutan 

lainnya; 
i. Biaya sewa kendaraan dalam kota. 

 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa biaya 

bagasi dan test Covid-19 hanya diperuntukan bagi yang menggunakan 

maskapai penerbangan yang tidak menerapkan bagasi dan test bebas 
Covid-19 gratis. 

 
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada 

Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II 

 
(4) Biaya yang sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf i diberikan 

kepada Pejabat Negara.  

 
(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

disesuaikan dengan biaya kontribusi 
pelatihan/pendidikan/kepesertaan dan sebutan lainnya yang 
dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan di dalam biaya 

kontribusi oleh pelaksana kegiatan yang diikuti. 
 

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:  
a. Tingkat A terdiri dari Pejabat Negara;  
b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Daerah; 

c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon II a  
d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon II b  
e. Tingkat E terdiri dari Pejabat Eselon III;  

f.  Tingkat F terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Golongan IV Non Eselon;  
g.  Tingkat G terdiri dari Pegawai Non Eselon; dan 

h. Tingkat H terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai 
Tidak Tetap (PTT/Honorer/PPPK/Sukarela). 
 

(7) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan dalam wilayah 
Provinsi Maluku Utara hanya diberikan uang harian, biaya penginapan, 

biaya transportasi lokal dan uang representasi. 
 
(8) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan kurang dari 8 

(delapan) jam kerja hanya diberikan biaya transportasi lokal. 
 
(9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 
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Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tidore 

Kepulauan.  
 

 
      Ditetapkan di Tidore  
      pada tanggal 16 Februari 2021 

 
      WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,  
 

       
 Ttd 

 
      ALI IBRAHIM 

 
Diundangkan di  Tidore  

pada tanggal  16 Februari 2021 

 

Pj.  SEKRETARIS DAERAH  

 KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

      Ttd 

 

 MUHAMMAD MIFTAH BAAY 
 

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 603. 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
T t d 

 

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si 
PEMBINA  UTAMA MUDA 

NIP. 19660110 199211 2 001 

 


